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Aset lahan dan Pabrik KopiTerbengkalai
BANGLI, NusaBali

Satu lagi aset milik Pemkab
Bangli berupa pabrik kopi
dan lahan kopi seluas sekitar
3 hektare di Mengani Kinta-
mani diketahui mangkak dan
terbengkalai. Hampir setahun
aset tersebut tanpa aktivitas
lantaran kontraknya kepada
PT Tri Agung Mulia (TAM)
tidak dilanjutkan;

Hal ini diketahui dari si-
dak yang dilakukan Komisi II
DPRD Bangli, yang dilakukan
beberapa waktu lalu. Dengan
dikoordinir oleh Wakil Ketua
DPRD Bangli, I KomangCarles,
sidak juga menyertakan unsur
dari dinas terkait di Pemkab
Bangli.

Pihak Dewan sangat me-

nyayangkan aset Pemkab
tersebut dibiarkan terbeng-
kalai. Selain merugi akibat tak
dikontrakkan, mesin pengo-
lahan kopi juga terancam ru-
sak, karena tidak terpelihara.
Komang Carles mengatakan
aset tersebut dikontrakkan
Pemkab Bangli kepada PT.
TAM sejak tahun 2003 sampai
2009 dengan nilai kontrak
Rp100 juta/tahun.

Kemudian dilanjutkan
menuju kontrak tahap II ta-
hun 2009-2014 dengan nilai
kontrak Rp 115 juta/tahun
dan kontraknya berakhir 9
April 2014lalu.

Tetapi, kontrak berikutnya
tak dilanjutkan oleh Pemkab,
meski pihak PT TAM sudah

mengajukan permohonan
perpanjangan kontrak. "Kini
sudah harnpir setahun asset
tersebut tak terurus,"ujarnya.
Dia mendesak supaya Pemkab
segera kembali mengopti-
malkan aset itu dengan men-
gontrakkannya kembali. Pun
dengan harga kontrak yang
lebih tinggi, karena berkaitan
dengan inflasi.

Sementara dari pihak Dinas
P3 yang diwakili Kabid Lah-
sarpras, Dewa Putu Sugiarta,
tidak berkomentar banyak,
dia mengatakan bahwa alasan
tidak diperpanjang kontrak
saat itu hanya karena faktor
situasi saja. Dimana pada Bulan
April lalu adalah saat sedang
berlangsungnya Pileg. & cr53

Manfaatkan Tebing
AKflVITAS membangun warung
di Objek Wisata Bukit Jambul,
Desa Pesaban, Kecamatan
Rendang, Karangasem
belakangan gencar. Bahkar.
warga memanfaatkan tebing
untuk melebarkan tempat jualan.
Caranya dengan membangun
pondasi, hingga posisinya
sejajar dengan jalan raya. Sebab,
lokasi itu paling strategis untuk
menikmati panorama alam.
Wisatawan, sambil minum
dan makan siang, menikmati
pemandangan ke arah selatan.
Foto diambil di Objek Wisata
Bukit Jambul, Selasa (2413).
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Dewan Setujui Penyertaan Modal,T

ke BPD Bali Sebesar Rp 600 Miliar
* Rapat Paripurna Intern DPRD Badung juga Setujui

Laporan Kerja Pansus

I\.IANGUPURA, NusaBali
DPRD Badung menggeler rapat

pa.ipuma intern, Kamis (25/3) kema-
rin. Rapat mengagendakan laporan
kerja Pansus yang sudah bo.ialan be-
berapa bulan terakhir. Rapat dipimpin
langsung Ketua DPRD Badung, I Ny-
oman GiriPrasta beserta wakil Ketua I

Kelut Suiasa dan i/ade Sunarta.
Yang menarik Rapat Paripurna

Intern DPRD Badung menyetujui
laporan kerja pansus termasuk me-
nyetujui Penyenaan M6dal ke BPD
Bali S€besar Ro 600 miliar Gki Prasta
nEnoatakan dalam raoat vano dihadiri
oleh-s€luruh anggota DiRD-Badung
itu pgntrsrtaan modal bakal dilanju0Gn
secara tioa tahaD sampaitahun 2017.

'Dalah AP6D Deiubahan 2015
akan disetorkan sebanyak RP 300
miliar selanjutnya APBD induk tahun
2016 Rp 150 miliar dan APBD Induk
tahun 2017 sebanvak RD 150 Miliat"

terang Giri Prasta politisi asal Desa
Pelaga, Kecamatan Petang.

Jika dihitung dari penyertaan rnodal
yang sebelumnya sebesar Rp 500
miliardan ditambah lagi dengan yang
sekarang hingga tahun 2017, kala Gii
Prasta kemudian, Pemkab Badung
memiliki saham disana sebesar Ro
'1,1 triliun lebah dan menjadi pengendali
saham utama. Meskidemikian. bukan
sebagai pemegang saham tertinggi
yang diincar pemerintah, penyertaan
rnodal ini adalah bagaimana pemedn-
tah kabupaten Badung ikut n€ndorong
osrtumbuhan ekonomi di Bali. 'Banvak
inanfaat yang didapatkan jika Badung
ikut melakukan penyertaan modal
disini, dimana membantu menyalur-
kan kredit produktif lebih b€sar ke
masyarakat di Bali," tandasnya.

Hal senada iuga dikatakan Wakil
Ketua DPRD Badung, Ketua Suiasa.
la mengaku sangat rasih tudingan

sejumlah pihak bahwa Badung men-
ingkatkan penyertaan modalnya di
BPD Bali hanya untuk mengincar
sebagai pernegang saham terbanyak.
"llu sanqat tidak benar. kami inoin
klarifikasi hal itu. Kamiinqin membaitu
masyarakat Badung dain Bali dalam
meningkalkan perekonomina mereka,'
paparnya.

Sementara dalam laooran keria
Dansus revisi Perda tentano ganounrn
Gedung yang dilapo*an;bh ietua
Pansus I Putu Parwata mengatakan
dalam revisi oerda Banqunan Geduno
masih banyak hal+al ying masih pedl
diatur kembali sehingga masih perlu
mendapat ka.iian lebih lanjut. "Drat
kembali disusun oleh. eksekutif dan
masih menunggu hasil kajian l€bih
lanjut," lapornya.

Untuk itu. kata Parwata. Pan-
sus masih perlu melakukan kajian
mendalam karena subtasinva masih
banyak yang perlu mendapat masu-
kan. Sehingga banyak hal yang bisa
diakomodir sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Dengan itu, forum rapat
sepakat menyerahkan untukdilakukan
kaiian lebih dalam.'Pada bagian l6in, rekomendasi
dari Laporan Kinerja Pe.tanggung-
jawaban (LKPJ)Bupati Badung tahun
2014 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ)
20'10-2015 yang telah melalui proses
pembahasan yang panjang pun telah
difinalisasi. Dan kema.in juga lelah
disepakati b€rsama seluruh anggota
dewan- Ketua Pansus LKPJ AMJ I

Made Relha mengatakan t€rdapat
beberapa catalan yang berisikan
dorongan kepada pemerintah agar
pernerintahankabupaten Badung lebih
baik lagi kedepannya.

"Sesuai aturan kita tidak dalam
kapasitas menerima ataupuo rn€nolak
LKPJ bupati. Tapi rnembed rekomen-
dasi. Dan Ekomendasi itu kita tuang-
kan dalam bentuk catatan strategis,"
kata Retha. @ as

SUASANA Rapat Paripurna Intern DPRD Badung, Kamis (2613).
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Kasus Mark Up Lahan RPH Temesi/

Eks Sekda Gianyar
Ditrurtut l,Stahun

DENPASAR, NusaBali
Dua terdakwa kasus dugaan

mark up pengadaan lahaf
proyek Rumah Potong He-
wan (RPH) di Desa Temesi,
Kecamatan Gianyar tahun
2002 silam, dituntut berbeda
oleh Jaksa Penuntut Umum
flPU) dalam sidang di Penga-
dilan Tipikor Denpasar, Ka-
mis (2613). Terdakwa AA Rai
Asmara yang mantan Sekda
Gianyar dituntut 1,5 tahun
penjara, sementara terdakwa
Ida Bagus Raka yang mantan
Kadis Peternakan Gianyar di-
tuntut 4 tahun penjara.

Selain dituntut pidana 1,5
tahun penjara, terdakwa AA
Rai Asmara juga dituntut wajib
membayar denda sebesar Rp

Bersomhung ke Hol-l 5 Kolon I
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MantanSekdaGianyarAARaiAsmara(2darikanan}daneksKadisnak
GianyarIBraka(kiri)pe|ukpengacaranyadifungadilanTipikor,Kamis(2613)'
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/ Mantan Sekda Gianvar
/ Tersangka seiak S€ptember 2013

I Diuhan sejak 11 November 20'14
/ Dituntut 1,5 tahun penjara, plus
diwajibkan bayar derda Rp 50.iuta

'' 'i
/ Mantan Kadis Petemakan Gianyar
/ Mantan Kadis Petemakan Eali
/ Tersangka sejak Septsmb€r 2013
/ Ditahan sejak 11 November 20'14

/ Diiuntut 4 tahun penjara, plus
Wajib bayar denda frp 100 juta,

menggantr L-.rgian negara
sebesar Rp 42 juta

'' '', :l':, '. ,.' :

I Selaku Makelar Tanah
/ Tersangka seiak September 2013
/ Ditahan sejak 25 November 20'14

/ SiiJangnya tahap perreriksaan saksi

re

KASUS LAHAN; ,'; ..4
PROYEK RPH TEMESI *
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Eks sekda Gianyar Dituntut 1,5 Tahun
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50 juta subsider 2 bulan ku-
rungan. Sedangkan terdakwa
lg Raka yang dituntut 4 tahun
pejara, diwajibkan membaYar
denda Rp 100 juta subsider
4 bulan kurungan, Plus wajib
mengganti kerugian negara RP

42iuta.
Tuntutan terhadaP kedua

terdakwa dalam persidangan
di Pengadilan Tipikor DenPasar
yang dipimpin Ketua Majelis
Hakim Early SetYorini, Kamis
kemarin, dibacakanf PU Herdian
Rahardi cs. Saat membacakan
tuntutannya, fPU terdakwa AA
Rai Asmara dan IB Raka tidak
terbukti bersalah melakukan
tindak pidana sesuai dalcwaan
primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

iJndang-undang Nomor 3 1 Tahun
2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2007io Pasal 55 aYat
t1l ke 1 KUHP.' -Namun, 

kata lPU, kedua ter-
dakwa terbukti melakukan
tindak pidana sesuai daktvaan
subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Un-
dang-undang Nomor 31 Tahun
2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 jo Pasal 55 aYat
(1) ke 1 KUHP. Setelah mem-
pertimbangkan hal-hal Yang
memberatkan dan meringan-
kan, kedua terdalo,va dituntut

berbeda.
Hal-hal Yang dianggaP

memberatkan kedua terdakwa,
antara lain, merugikan keu-
angan negara, tidak mendukung
p.6gram Pemerintah dalam
bemlberanlasa n koruPsi, dan
berbelit-belit dalam Persingan
fkhususnva terdalarua lB RakaJ'

iedanekin hal Yang dianggaP
meringankan kedua terdala'va,
antarilain, mereka belum Per-
nah dihukum.

IPU akhirnYa menuntut ter-
dakwa M RaiAsmara hukuman
1,5 tahun Penjar4 sementara IB
Raka dituntut 4 tahun Peniara'
"Menghukum terdakwa AA Rai

Asmaia dengan Pidana Penjara
1 tahun 6 bulan dan terdakwa

IB Raka dengan pidana penjara
4 tahun," jelas fPU dalam amar
tuntutannya.

Selain itu, terdalova AA Rai
Asmara yang notabene mantan
Sekda Gianyar juga dituntut
wajib membayar denda sebesar
Rp 50 juta subsider 2 bulan ku-
rungan. Sedangkan terdakl'r.'a IB
Raka yang notabene m:rti;r,, Iia-
dis Peternakan Gianyar dituntut
wajib membayar denda Rp 100
juta subsider 4 bulan kurungan,
plus wajib mengganti kerugian
negara Rp 42 juta. Ketentuan,
jika tidak mampu membayar,
harta bendanya akan dilelang.
Kalau masih tidak mencukuPi,
maka diganti dengan pidana

kurungan selama 2 tahun.
Pasia kliennva dituntut 1,5

tahun penjara, kuasa hukum ter-
dakwi M Rai Asmara, Sukedi
dkk, menyatakan akan melaku-
kan pledoi fpembelaan) dalam
persidangan berikutnYa. _SikaP
senada juga diutarakan kuasa
hukum terdakwa lB Raka, Yakni
Suryantin LijaYa cs. "Kami akan
mengajukan pledoi," ujar kuasa
hukum kedua terdakwa seusai
persidangan kemarin.

Ada tiga orang Yang terseret
sebagai terdakwa dalam kasus
dugaan mark uP Pengadaan
lahan proyek RPH Desa Temesi
tahun 2002. Satu terdakwa
lagi adalah I Kadek Aristana,
32, makelar tanah ProYek RPH
seluas 230 are yang dinlark-
up hingga diduga merugikan
negara sekitar Rp 226,57 iuta.

Tersangka I Kadek Aristana,
makelar tanah asal Banjar
Penestanan Kelod, Desa Sa-.
yan, Kecamatan Ubud, Gianyar
baru dijebloskan ke Rutan
Cianyar, 25 November 2014.
Saat ini, persidangan kasus
terdakwa Kadek Ariastana di
Pengadilan Tipikor Dertpasar
baru tahap pemeriksaan saksi-
saksr. :i dangkan terdakwa AA
Rai Asmara uan IB Raka telah
lebih dulu dijebloskan ke sel
tahanan, 11 November 2074.
Persidangan kasus kedua ter-
dakwa kini bahkan telah ma-

suk agenda Penuntutan'-- iiio AA Rai Asmara, [man-
trn'i"ta" GianmYar)' IB Raka

iil'"nttn Kadis 
-Peternakan

bianvar'), dan Kadek Aristana

tmallelar tanah) sebelumnYa

)"t-i aitut"Pkan keiaksaan
.!uu*"i t".t.ngka kasus lahan

riouEt RPH Temesi,4 SePtem-

["1iorE silam' PenYidikan
[.iut ini dengan dua Perkara'
P"tt"*", t"tuii SPrin4ik Nomor

eln t".tingta M $a-i 
Asmara

?ln re nuk"lsPrindikkcdtra' No-

it"i-o+.p.t.ts7nn "^'"' r z'r13.

d"nern t('i : ". trAT (inisial

dariKadek Aristana.l'--'Pembebasan lahan ProYek
RPH di Desa Temesi ter;aot

itt un zOoz, ketika terdakwa
en ["i Asmara meniabat s'e-

baeai Sekda GianYar dan lD

Ri-t<a menlabat Kadis Peterna-

il"n ci.nY"t' Luas lahan Yang

Iiuutunr.l"n untuk ProY^ek RPH

i"rteUut mencaPai 299 are'

a.ng"n alokasi dana sebesar

Rp 3 miliar'
'Kenvataan, luas lahan

orove( RPH Desa Temnest
t""'u" 247,15 are' dengalr
ilni iet itat RP 2'46 miliar'
i"it*egi,-"aa dina ya ngiid.ak

i"rt"i"P mencaPai RP 486 iu-
il' 

"i"t'rt".Pir'nP 
o'5 miliar'

ilni t"x terieraP itulah Yang

iJi t.lititt PembaYaran dan

merugikan negara' -s' rez

2_

!l
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Penahanan Tak Perlu lzinGubernur
t/* OLnum Dewan Jembrana yang Terjerat Kasus Korupsi BBM

NEGAM, NusaBali
Anggota DPRD Jembrana, I

Made Sueca Antara alias Dek
Cok yang menjadi tersangka
kasus dugaan koruPsi BBM
bersubsidi di UD Sumber Maiu,
kini harus siap-siap menjalani
penahanan. Sebab Gubernur-Bali 

telah rnembalas surat Unit
III Tipikor Sat Reskrim Polres
fembrana soal izin penahanan.

Jawaban Gubernur menegaskan
jika penahanan oknum dewan
ini tak perlu izin Gubernur.

Kasat Reksrim Polres fembra-
na,AKP Gusti Made Sudarma Pu-
tra, didampingi Kanit III TiPikoa
lpda I Puru Merta, Rabu (25/3)
mengatakan dalam balasan
suratnya, Gubernur menyam-
paikan aturan baru, Yakni UU
nomor 17 tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Dalam aturan baru itu
untuk pidana khusus, seP-
erti korupsi, terorisme atau
vang, ancaman hukumannYa
seumur hidup, tidak Perlu
izin Gubernurl kecuali Pidana
umum," katanya. Meski telah
mendapat jawaban Gubernu4

'pihaknya belum daPat me-

mastikan kapan akan menahan
tersangka Dek Cok. Menurut
AKP Sudarma Putra, kepastian
penahanan masih menunggu
disposisi dari pimpinan alias
Kapolres fembrana. "Surat
baru kitaterima, masih di meja
Pak Kapolres," ujarnya.

Selain menunggu dispo.
sisi itu, juga masih menunggq
penetapan dari Pengadilan
Negeri [PN) Negara tentang pe-
nyitaaan barangbukti, berupa
SK Dek Cok sebagai anggota
Dewan. Untuk permohonannya
juga baru dimasukkan ke PN
Negara. "Tadi baru diajukan.
Nanti setelah turun, baru kita
kasih ke Kejari untuk meleng-
kapi. Setelah itu baru bisa laku-
kan penahanan," ungkapnya.

Disinggung mengenai alasan
rencana penahanan terhadap
Dek Cok, AKP Sudarma men-
gatakan karena ada beberapa
fertimbangan hukum. Salah
satunya mengenai sikap Dek
Cok yang dinilai tidak kooP-
eratif selama melalui proses
penyidikan. Seperti semPat be-
berapa kali membatalkan acara
pemeriksaan secara mendadah

serta mencegah ada indikasi
intervensi secara politik

Sementara itu, Dek Cok be-
lum bisa dikonfirmasi terkait
rencana penahanannya terse-
but. Kuasa Hukumnya, I Made
Merta Dwipa Negara mengaku
belum menerima informasi
pasti megenai penahanan yang
baru rencana tersebut. Namun
iika benar nanti ditahan, ia
merasa tidak lazim, karena su-
dah P-2 1 (berkasnya lengkap).

"Tapi satu sisi, penahanan
memang wewenang mereka.
Tapi kalau penahanan biasanya
ada urgensinya, paling tidak
menghambat penyidikan, sedan-
gkan penyidikan sekarang kan
sudah selesai, sudah P-21. Seka-
rang apa yang menjadi dasaC'
katanya. fika memandang tidak
kooperatif, dia memandang
kliennya selama penyidikan
sangat kooperatif. "Memang
ada beberapa jadwal pemerik-
saan sempat ditunda, karena
kesibukannya sebagai seorang
anggota legislatif. fangan sampai
penahanan dilakukan hanya
karena emosi semata," kata
Dwipa Negara.6 od


